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ABSTRACT

RIYANTI SAMAUN. S2117064. THE EFFORTS OF THE VILLAGE
GOVERNMENT TO ENHANCE COMMUNITY PARTICIPATION IN THE
DEVELOPMENT OF OLUHUTA VILLAGE AT ATINGGOLA SUBDISTRICT
IN NORTH GORONTALO DISTRICT

This study aims to find out the village government efforts to encourage community
participation in the development of Oluhuta Village at AtinggolaSubdistrict in North
Gorontalo District and to investigate the supporting and inhibiting factors of the
village government efforts to encourage community participation in the development
of Oluhuta Village at AtinggolaSubdistrict in North Gorontalo District. This study
uses a qualitative method. The data collection employs observation, interviews, and
documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction,
data display, and conclusions. The results of this study indicate that the efforts of the
village government to encourage community participation in village development
are: 1) providing guidance to the community regarding environmental concern by
keeping the environment clean from rubbish, 2) building community capacity in
developing cattle production from the village government, and 3) fostering the
decision-making process through village meetings. The supporting and inhibiting
factors to the efforts of the village government to encourage community participation
in village development, namely: 1) the supporting factors to the efforts of the village
government to encourage community participation in village development are namely
the openness and the commitment of the village government in involving the
community in the development and the attitude of community cooperation in the
development activities, and the level of relatively high community education, 2) the
inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community
participation in the development of the village come from the government itself,
which is not capable of accounting for reporting the use of village finances so that
village development financing is obstructed, and the ignorance attitude of the
community in viewing the village development is not important, so in the
implementation of development in Oluhuta Village most of the community does not
participate in the development.

Keywords: government efforts, community participation, village development



ABSTRAK

RIYANTI SAMAUN.S2117064. UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA OLUHUTA
KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan
Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dan untuk mengetahui factor pendukung dan
penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: 1) melakukan pembinaan kepada
masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan denga nmenjaga lingkungan
tetap bersih dari sampah, 2) pembinaan kemampuan masyarakat dalam
mengembangkan usaha ternak sapi dari pemerintah desa, dan 3) pembinaan proses
pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Faktor pendukung dan
penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa yaitu: 1) factor pendukung upaya pemerintah desa mendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yakni sikap keterbukaan dan
komitmen pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan serta
sikap gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dan tingkat
pendidikan masyarakat yang relatiftinggi, 2) yang menjadi penghambat dalam upaya
pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa berasal
dari pemerintah sendiri yang kurang cakap dalam pembukuan pelaporan
penggunaan keuangan desa sehingga terhambatnya pembiayaan pembangunan desa,
dan sikap masyarakat yang bersikap masa bodoh yang memandang pelaksanaan
pembangunan desa merupakan hal yang tidak penting, sehingga dalam pelaksanaan
pembangunan di Desa Oluhuta sebagian besar masyarakat tidak ikut berpartisipsi
dalam pembangunan tersebut.

Kata kunci: upaya pemerintah, partisipasi masyarakat, pembangunandesa
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa harus semakin menantang di masa depan dengan
keadaan perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik
yang lebih demokratis. Namun, desa sampai sekarang masih belum berpindahdari
profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak menerima
bahwa desa memiliki peranan yang besar untuk kota, namun tetap saja desa
dianggap rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Meskipunkita
ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesiamendiamididaerah pedesaan
dan bekerja sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sepantasnyabila
pembangunanpedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segala rencana
strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. (Hernowo, 2004)

Desa sebagai salah satu satuan atau wujud pemerintahan terendah dengan
sejumlah pendudukyang merupakan kesatuan masyarakat dan bermukimdalam
suatu daerah tertentu. Desa mempunyai kewenangan yang cukup luas dan menjadi
tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikankepentingannya
guna menjawab keperluanseluruh masyarakat setempat.Desa memiliki hak
melakukan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan
daerah  kabupaten/kota.Pemerintan  daerah  kabupaten/kota  menyerahkan
sepenuhnya kepada desa tentangpelaksanaan pembangunan yang ada di setiap

desa.



Desa mempunyai kewenangan menata dan melayani warganya dalam
semua aspek, baik dari segi pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan
masyarakat.Peran pemerintah Desa amat dibutuhkan dalam berbagai segi
kehidupan masyarakatnya, perubahan baru dan perhatian pemerintah Desa pada
sarana dan prasarana desa.

Desa mempunyai peran penting dalam melaksanakan perubahan yang
maksimal.Desa merupakan bagian terpenting daristruktur pemerintah dalam
mewujudkan kesuksesan program pemerintah pusat.Dalam hal ini desa
mempunyaikedekatan dengan masyarakat untuk lebih cepat menyampaikan
informasitentang program pemerintah.Desa berperan untuk melayani serta menata
pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan desa.

Melaksanakan fungsinya sebagai pemerintahdesamemiliki tanggungjawab
yang cukup berat, karena desa sebagai satuan organisasi yang berhadapan
langsung dengan rakyat.Pada masa sekarang ini, peran pemerintah Desaamat
menunjang semua bentukpelaksanaan pembangunan.Berbagai aspek perubahan
sosial yang direncanakan dengan pembangunan direalisasikan melalui pemerintah
Desa.Agarbisa menjalankan peranannya secara maksimal, pemerintah Desa perlu
mengembangkan etos kerja sesuai dengan tujuan perencanaan kerja.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas utama atau kegiatan bersama
yang membutuhkan banyak tenaga baik secara langsung maupun tidak langsung
dalamadministrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan dibutuhkan dalam
memenuhi keperluanpembangunan yang lebih besar dari sumber daya yang ada,

agarproses pembangunan nasional dapatmeraih tujuan pembangunan secara



maksimalseperti yang telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya.
Perencanaan  pembangunanadalah  suatu pengarahan penggunaan arah
pembangunan yang terbatasi dalam memperoleh tujuan kondisi sosial ekonomi
yang lebih baik,dan efisien (Affifuddin,2010 : 47).

Dalam kaitannya dengan pembangunan Desa yang luas, tersusun rapat dan
terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh
manajemen pemerintah Desa yang baik, organisasi yang jelas juga sangat
ditentukan oleh partisipasi masyarakat Desa yang
bersangkutan.Efektifitaspembangunan merupakan suatu ukuran diperolehnya
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.Sehubunganadanya efektifitas
pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam
pembangunan Desa itu sendirisangat berarti.

Sekarangini, dalam membuat dan meningkatkan kehidupan masyarakat
Desa semakin penting dilaksanakankarena hampir semua penduduk bermukim
dipedesaan.Keikutsertaan masyarakat dalam urusanpembangunan  sangat
dinantikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.Otonomi daerah mensyaratkan kondisisumber
dayamanusia yang mampu melaksanakan tugas, karena merekalah yang
nantinyaakan  lebihbanyak  memastikan  bergeraknya  suatu  daerah
dalammelaksanakan urusan pembangunan dan pemerintahan padaumumnya.
Upaya dalam memperlancar kemakmuranmasyarakat daerah sebetulnya telah
banyak dilaksanakan olehpemerintan melewati berbagai macam program

pembangunan, sepertiDana Pembangunan Desa, Bantuan Inpres Desa Tertinggal,



bantuanbibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, bantuan bergulir ternak
sapi dan lain sebagainya.

Pembangunan Desa sebagai bagianyang perlu dari pembangunan nasional
yang paling menjamah kehidupan masyarakatdipedesaan. Pembangunan desa
seharusnyadimulai dari memperbaiki aparatdesa yakni orang yang merealisasikan
rancangan serta mampu menciptakan kesenanganuntuk orang desa melewati
prosesyang adil dan betul.

Untuktelaksananya pembangunan desa yang merupakan bagian
pembangunan yang penting buat pemerintah, maka pelaksanaannya diserahkan
kepada Kepala Desa sebagai koordinator dan administrator pemerintahanDesa.
Selain itu, untuk dapat tercapainya pembangunan Desa diperlukan kemampuan
Kepala Desa dalam bekerja sama dengan perangkat Desa dan masyarakat melalui
lembaga-lembaga desa. Sementara itu tujuan pembangunan fisik yang
dilaksanakan diDesa adalah untuk tercapainya pelayanan dibidang pemerintahan
dengan baik, yang sebagian besar bersifatpembangunan fisik.

Di dalam pembangunan ditemui permasalahanyang sangat berkaitan untuk
dibahas. Pertama, sebuah wilayah mulai dari desa sampai pada level Negara, jika
tidak ada partisipasi masyarakat, tentu Negara tersebut akan jauh ketinggalan,
sebab Negara merupakan kumpulan dari orang-orang yang menyatakan diri hidup
bersama dalam satu wadah organisasi yang disebut negara. Kedua, pada era
pemerintahan Orde Baru telah memaklumkan bermacam-macam upaya kebijakan
dan program pembangunan pedesaan, tapi secara ril bisa dilihat bahwa situasi

sosial ekonomi masyarakat pedesaan sangat jauh dari harapan.Maka dari itu,



pemerintah harus memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan
pembangunan masyarakat pedesaan bukancumapada sektor pertanian,
penyaluranbantuan akan tetapi pada urusan yang banyak bersentuhan
penyelesaian bermacam-macam keperluan semua warga masyarakat agar mereka
tidak bergantung pada orang lain, percaya dengan kemampuan diri sendiri, bebas
dari mata rantai kemiskinan.

Pembangunan penting dilaksanakan dalam memperbaikikondisi ekonomi
masyarakatberubah menjadi baik agarbisa terwujud tujuan dari batasan
pembangunan pedesaan yang amat luas.Pentingnya upaya pemerintah Desa
meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa.Maka
sudahtentu membantu pemerintah Desa tidak susah untuk mewujudkannya.
Pemerintah diharapkan lebih berperan dalammemberikan dorongan pada
masyarakat, agarmasyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaanpembangunan
Desa seperti pembangunan rabat beton, pembangunan jamban keluarga, serta
partisipasi masyarakat dalam kegiatan jumat bersih.

Berdasarkan pengamatan pembangunan di Desa Oluhuta, terdapat
beberapa penyebab yang mengakibatkan sedikitnya upaya pemerintah desa
memberi dorongan pada masyarakat dalam membangun Desa seperti,kurangnya
kerja sama antara pemerintah Desa dengan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat
dan yang tidak menghiraukan bagaimana pentingnya pertumbuhan di dalam
usaha pemerintah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembangunanDesa,
masyarakat condong tidak berpartisipasi di dalam kegiatan pembangunan serta

sering bersikap apatis.



Bertitik tolak dari bagaimana upaya dalam membangun Desa, maka
peneliti tertarik meneliti tentang pembangunan desa dengan judul “Upaya
Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Daripermasalahan  di atas, maka bisa dirumuskan beberapa
permasalahanyaitu sebagai berikut :

1) Bagaimana upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat
dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten
Gorontalo Utara ?

2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah desa
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta
Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah agar memperolehdata dan informasi
berkaitan denganupaya pemerintah desa dan mengetahui sejauh mana upayanya
dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam membangun desa, serta
sebagai pokok penyusunan proposal skripsi untuk memenuhi persyaratan
menempuh ujian skripsi Jurusan llmu Pemerintahan pada Universitas Ichsan

Gorontalo.



1.3.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuanpenelitianiniyaitu:

1) Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa mendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan
Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah
desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitianinidiharapkanbisamemberi informasi tentang upaya
pemerintah desa dalam membangun desa dan untuk mengetahui tingkat partisipasi
masyarakat dalam membangun desa.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1) Civitas akademikaUniversitas Ichsan Gorontalo, memberi masukan
kepada dosendan mahasiswa di lembaga tersebut untuk dijadikan
sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian terkait
partispasi masyarakat dalam pembangunan desa

2) Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dijadikan sebagai acuan dalam
membangun kerja sama antar pemerintah desa dengan masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

3) Bagi masyarakat, agar mengambil bagian untu ikut serta dalam

pembangunan desa bekerja sama dengan pemerintah desa.



4) Bagi penulis, dapat menambah wawasan baru dalam bidang
pemerintahan sehingga ketika sudah terjun Kkelapangan dapat
megaplikasikanpengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama

penelitian.
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2.1 Upaya
2.1.1 Pengertian Upaya

Upaya dalam kamus besar bahasalndonesia berarti usaha, ikhtiar, untuk
mencapai suatu maksud, menyelesaikan permasalahan, mencari jalan keluar.
Berdasarkan makna dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat disimpulkan kata
upaya mempunyai kesamaan makna dengan kata usaha, dan demikian dengan kata
ikhtiar dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud,
memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. (Tim Penyusun Departemen
Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. 2008 :1784).

Menurut Poerwadarminta (2006 : 574) upaya adalah usaha untuk
menyatakanmaksud, akal dan ikhtiar.Upaya merupakan segala sesuatu yang
bersifat usaha terhadap sesuatu hal agar dapat lebih berdaya guna dan
berhasilsesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut
dilaksanaka. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan
prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digukanlah
suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dari pengertian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya adalah
suatu aktivitas atau usaha dengan menggunakan semua kekuatan yang ada dalam

mengatasi suatu permasalahan.
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2.2 Pemerintah Desa
2.2.1 Pengertian Pemerintah

Secara etimologi Pemerintah bermula dari istilah perintah. Menurut
Poerwadarmita (2006: 141) pemerintah adalah wewenang perintah satu Negara
atau lembaga yang tertinggi yang menyuruh satu Negara seperti kabinet.

Samual Finer (2006: 98) mengatakan pemerintah secara sempit merupakan
kegiatan memerintah diperbuat oleh eksekutif, yakni Presiden didukung oleh
menteri dalam meraih tujuan Negara. Sedangkan pemerintah secara luas, yakni
tindakan menyuruh yang diperbuatoleh legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam
meraih tujuan Pemerintahan Negara.

Menurut Inu Kencana Syafie (2008: 89) pemerintahan memilikiwewenang
untuk menjagakeamanan dan ketentraman dari dalam dan luar Negara.Oleh sebab
itu, harus memilikikesanggupan untuk mengendalikan angkatan perang atau
kemampuan militer, harus memiliki kemampuan dalam penyusunan undang-
undang, dan memilikikemampuan untuk memenuhi keuangan masyarakat serta
membiayaikeberadaan negara melaksanakan ketentuan untuk kepentingan Negara.

Dari pendapat diatas,bisadisimpulkan pemerintah memiliki
wewenanguntuk memerintah dan melaksanakan setiap urusan Negara sesuai
dengan peraturan untuk kepentingan Negara.

2.2.2 Pengertian Desa
Desa adalah satuan masyarakat yang mempunyai

wewenanguntukmemelihara rumah tangganya berdasarkan hak asalnya dan
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kebiasaan yang dibenarkan dalam pemerintahan nasional dan bertempat di Daerah
Kabupaten.Ini terkandungdalam perundang-undangan nomor 32 tahun 2004.

Menurut HAW(Widjaja, 2003 : 3) Desa adalah suatukesatuan masyarakat
yang memilikiaransemen orisinil berdasar hak asalnya yangdiutamakan.
Dasargagasanberkaitan dengan pemerintah Desa adalah keragaman,pemberdayaan
masyarakat, otonomi asli, partisipasi, dan demokrasi.

Peraturan perundang-undangannomor 6 tahun 2014 berkaitan dengan Desa
melukiskan tekad negara untuk mengotomikan desa, dari bermacam
kesiapanpemerintahan desa dalam pemilihan calon pemimpin desa, dana desa,
DPRD desa, serta kesiapanpenyusunan  ketentuandesaseperti  perda,
mengakibatkan wilayah otonomi menjadi provinsi,kabupaten/kota, dan desa.
Reformasi sudah meraih dasarnya, kesadaranperaturan desa diprediksiakan
membangkitkan proses perubahan berasas otonomi daerah bersifat abadi.

Berdasarkan pendapat di atas,dapat disimpulkan bahwa desa merupakan
kelompok yang menata pribadinya sendiri, mempunyai wewenang untuk
memelihara dan menata kebutuhan masyarakatnya tepat dengan warga setempat,
maka posisi desa memiliki sumber daya alam sangat strategis, maka dari itu
membutuhkan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan, karena dengan
sumber daya desa yang baik akanberpengaruh secara signifikan pelaksanaan
sumber daya daerah.

2.2.3 Pengertian Pemerintah Desa
Pemerintah  desa adalah  pelaksanapersoalan  pemerintah  dan

kebutuhanmasyarakat dalam susunan pemerintahan (Permen no 113 tahun
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2014).Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantuPerangkat Desa sebagai
unsur pelaksana  pemerintah  desa.  Pemerintah  desa  merupakan
institusipenyambung pemerintah pusat mempunyaiperanan strategis dalam menata
masyarakat dipedesaan demi menciptakan pembangunan pemerintah. Dari peran
itulah, ditetapkanaturan prundang-undangan yang berhubungan dengan
pemerintah desa yang menata tentang pemerinta desa, supaya roda pemerintah
terlaksana dengan baik.

Menurut HAW Widjaja (2003: 3) Pemerintahan Desa merupakan
pelaksanaan pemerintahan Desa merupakan cabang lembaga dari lembaga
penyelenggara pemerintah, sehingganya Desa mempunyai wewenangbuatmenata
dan mengurusi kebutuhan warga masyarakat.Kepala Desa bertanggungjawab
kepada BPD dan menyatakan laporan realisasi tersebut kepada Bupati.

Pemerintah adalah sekumpulan individu yang memilikikuasakhususdalam
melakukan kekuasaan yangresmimemberi perlindungan dan
menumbuhkembangkantaraf hidup masyarakat dengan perbuatan dan pelaksanaan
bermacampenetapan (Bayu Surianingrat, 2008 : 9-10). Dalam undang-undang
nomor 30 Tahun 2014 berkaitan administrasi pemerintahan pasal 1 (angka2)
bahwa fungsi pemerintah adalah melaksanakan administrasi pemerintahan yang
terdiri dari tugas mengatur, melayani,membangun, memberdayakan dan
melindungi.

Daripengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan pemerintah desa
lalahpelaksanaan dan penyelenggara pemerintahan yangdilakukan oleh

pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa.
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2.2.4 Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintah desa meliputi pimpinan Desa danaparat Desa, yang terdiri dari

sekretaris dan perangkat lainnya. Adapun strukturorganisasi yaitu sebagai berikut

1) Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan desa yang dibantuaparat desa sebagai

penyelenggara pemerintah desa.Kepala desa bertugas melaksanakan

pemerintah desa, melakukan pertumbuhan desa, perbaikan kemasyarakatan,

perberdayaanmasyarakat desa (UU no 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 dan 3).

Keharusan kepala desa dalam undang-undangno 6 tahun 2014 pasal 26 ayat

4 adalah:

a)

9)
h)

)

mempraktekan Pancasila, melaksankan undang-undang dasar tahun
1945, dan menjaga keutuhan NKRI, dan bhineka tunggal ika
menatar kemakmuran masyarakat

menjaga kententaraman warga masyarakat

patuh dan mendirikan aturan perundang-undangan
menyelenggarakan hidup demokrasi dan berkeadilan gender
melakukan  asassusunan  pemerintahan  yangbaik, terbuka,
profesional, maksimal, bersih, serta bebas dari korupsi

membuat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan desa
melakukanpengadministrasian pemerinahan yang bagus
mengurusdengan baik keuangan dan sarana dan prasarana desa

melakukan urusan pemerintah yang menjadi wewenang desa
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k) menuntaskansetiap permasalahan

I) meningkatkan ekonomiwarga masyarakat

m) meneruskan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat
2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desaadalah badan yang melakukan fungsi
pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasar atas
keterwakilan lokasi dan ditentukan secara demokratis (UU RI no 6 tahun
2014 pasal 1 ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yakni adalah: (UU no 6
tahun 2014 pasal 55)

a) membicarakan dan menyetujui Rancangan aturan Desa bersama-
sama dengan kepala desa
b) memuat dan mengalirkanharapan masyarakat
c) mengawasi pekerjaan kepala desa
3) Sekretaris

Merupakan aparatdesa yang bertugas menolong kepala desa
menyediakan dan melakukan pengurusan administrasi desa, menyiapkan
pelaporan penyelenggaran pemerintahan desa.Sekretaris desa berfungsi
sebagai berikut :(UU no 6 tahun 2014 pasal 55)

a) mengadakanurusanpengadministrasian dan  mempersiapkanalat-
alat untuk melancarkankerja kepala desa

b) menolongmenyusun peraturan

¢) menyiapkan alat pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

d) mengkoordinasikan penyelenggaraanpertemuan teratur
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e) pelaksanaan kerja yang diamanatkan kepada kepala desa
Pelaksana Teknis Desa
a) Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas kepala urusan pemerintah ialah menolong kepala desa
mengelola administrasi kemasyarakatan, pertahanan, menjagakeamanan
dankepatuhan  masyarakat, = menyiapkan alatrumusan penetapan,
kebijakanmenyusun aturan desa. Kemudian fungsinya yakni, 1)
melakukan administrasi kependudukan; 2) menyiapkan alat-alat
penyusunan rancangan tata aturan desa dan putusan kepala desa; 3)
melakukan urusan administrasi pertanahan; 4) melakukanurusan
pembukuan desa; 5) menyediakan bantuan dan melakukankegiatan
pengaturan institusi  masyarakatdemi  kelancaran  pelaksanaan
pemerintahan; 6) menyediakanpertolongan dan melakukan
urusankemasyarakatan  terkait =~ dengan  upaya  menghasilkan
ketertibandan keamanan masyarakat serta ketahanan sipil.
b) Kepala Urusan Pembangunan

Tugas kepala urusan pembangunan adalah menolong kepala
desa menyiapkan alat rumusan penetapantehnis
peningkatanperekonomian masyarakat dan potensi desa, mengelola
administrasi pembangunan, mengelola layanan masyarakat serta
menyusunalat  pelaksanaan kerjayang sudah ditugaskan. Fungsinya
yakni :1) menyediakanpertolongan,penyelidikan, dan mengkaji

pertumbuhan perekonomian masyarakat;2) melakukan
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urusanpengadministrasianpembangunan; 3) melakukan tugas yang telah
diberikan(UU no 6 tahun 2014 pasal 55).
c) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat adalah  menolong
kepala desa untuk menyediakanalatdalam merumuskanpenetapan tehnis
penyusunan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial
kemasyarakatan. Fungsinya adalah: 1) menyediakan alat dan
melakukan program kegiatan keagamaan; 2) menyediakandan
melakukan program pertumbuhanhidup beragama; 3) menyiapkan alat
dan melaksanakan programsosial kemasyarakatandan pemberdayaan
masyarakat.
d) Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan adalah menolong sekretaris desa
melakukanpengelolaan asal pendapatan desa, mengelolapenatausahaan
keuangan dan menyiapkan alat menyusun APBDesa, sertapelaporan
keuangan. Fungsinya adalah: 1) mengelola penatausahaan keuangan
desa; 2) menyiapkan alat penyusunan desa APBDesa; 3) menyusun
pertanggungjawaban keuangan(UU no 6 tahun 2014 pasal 55).
e) Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum adalah menolong sekretaris desa
melakukanpenatausahaanumum, kearsipan, pengelolaan asetdesa, dan
menyiapkanagenda rapatdan pelaporan. Fungsinya adalah: 1)

melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar serta mengatur
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kearsipan desa; 2) melakukan pembukuan aset desa; 3) mengelola
administrasi umum; 4) menyedia, menyimpan dan penyalurbarang
habis pakai serta merawat alat kantor; 5) mengatur administrasi aparat
desa; 6) menyusun laporan.
5) Pelaksana Kewilayahan
Kepala dusun bertugas membantu kepala desa melakukan tugas
dan kewajban pada wilayah kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan
kententuan yang ada. Kepala dusun berfungsi sebagai berikut:
a) menolongmelaksanakan tugas kepala desa di lokasi kerja yang telah
ditentukann
b) melakukan urusan pemerintahan dan pembangunan
c) melakukan penetapan yang telah ditetapkan oleh kepala desa
d) menolong kepala desa melakukanagenda pembinaan kerukunan
warga
e) membuat swadaya masyarakat
f) membuatinformasi program pemerintah desa
g) penyelenggara tugas lain yang dibebankan oleh kepala desa(UU no
6 tahun 2014 pasal 55).
2.2.5 Peran Perangkat Desa
Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, pemerintah
Desa adalah pelaksanakegiatan pemerintah dankebutuhan masyarakat dalam
susunan pemerintahan negera Indonesia.Pemerintah desa adalah kepala desa

dibantu aparat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Kepala Desa
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mempunyai kekuasaan pengelolaan keuangandesa yang mewakili pemerintah desa

dalam

kepemilikan aset desa  yang dipisahkan, mempunyai

wewenang(Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) :

1)
2)
3)

4)

Menentukan ketetapan pelaksanaan APBDes

Menentukan pelaksana tehnis pengelolaan keuangan Desa

Mengizinkan pelansanaan kegiatan yang ditentukan dalam APBDes
Melaksanakanperbuatan yang menyebabkan pengeluaran beban

APBDes.

Kepala desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana

Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dari unsur perangkat desa dan

ditentukan dengan keputusan Kepala Desa yang terdiri dari (Permendagri Nomor

113 Tahun 2014) :

1)
2)

3)

Sekretaris Desa
Kepala Seksi

Bendahara

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan

desa, mempunyai tugas sebagai berikut (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) :

1)

2)

3)

4)

Membuat dan melaksanakan ketetapan pengelolaan APBDes

Menyusun peraturan APBDes,perubahan APBDes dan laporan
pelaksanaan APBDes

Mengendalikan pelaksanaan agenda yangsudah ditetapkan dalam
APBDes

Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
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5) Melaksanakan pemeriksaanbukti penerimaan dan pengeluaran APBDes
Kepala  seksi sebagai pelaksana kegiatan ~ yang  sesuai
dengankeahliannyadengan tugas sebagai berikut (Permendagri Nomor 113 Tahun
2014) :
1) Merencanakan pelaksana urusanyang merupakan tanggungjawabnya
2) Melakukan urusan bersama-sama denganbadan kemasyarakatan desa
yang sudah ditentukan didalam APBDes
3) Melaksanakanperbuatan pengeluaran beban anggaran belanja kegiatan
4) Mengaturpenyelenggaraanagenda kegiatan
5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
6) Menyediakan dokumen pengeluaran anggaran belanja pelaksanaan
kegiatan
Bendahara di duduki oleh staf urusan keuangan, bertugasmenyimpan,
membayar, menerima, menatausahakan, mengarsipkan, membuat pembukuan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan anggaran desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Permendagri Nomor 113

Tahun 2014).

2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh
individu maupun secara berkelompok masyarakat untuk menyatukan keperluan
atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka
mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi didefinisikan sebagai

keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam keadaan
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kelompok yang mendorongnya untuk memberikan bantuan kepada kelompok
dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang
bersangkutan. (Daniel, 2013 : 49).

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: 1) Partisipasi merupakan
salah satu alat, dimana partisipasi dipandang sebagai sebuah teknik untuk
mambantu memajukan program desa atau disebut pembangunan, 2) Partisipasi
sebagai salah satu tujuan itu sendiri yang bisadinyatakan sebagai pemberdayaan
rakyat yang dipandang dari aspek perolehan keahlian, pengetahuan dan
pengalaman masyarakat untuk memperolehtanggungjawab yang lebih besar untuk
membangun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi yaitu tindakan ikut
mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Partisipasi diartikan sebagai
keterlibatansetiap warga negara yang memiliki hak dalam pembuatan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui penghubungan institusi yang mewakili
kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berucap dan
berpartisipasi secara konstruktif.

Pada suatu masyarakat yang telah berkembang, tingkat partisipasi
masyarakat tersebut pun bisa dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari
kesadaran masyarakat adalah tanggungjawabnya terhadap pembangunan, rasa
tanggungjawab dan kesadaran ini harus muncul, apabila mereka dapatmenyetujui
salah satu hal atau dapat meresap suatu nilai. Untuk itulah dibutuhkan adanya
perubahan sikap mental ke arah yang lebih baik yang bisa mendukung

pembangunan.
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Partisipasi masyarakat bisa didefinisikan sebagai keterkaitan dan pelibatan
warga masyarakat dalam pembangunan, menyangkutaktivitas dalam perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan.Penaikan partisipasi masyarakat tersebut
merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara
aktif yang terfokus pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam
masyarakat (pedesaan).

Pemberdayaann masyarakat merupakan usaha pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien,
yaitu dalam hal sebagai berikut :

1) Segiinput atau masukan (sumber daya manusia, sarana, dana, rencana,

data, dan teknologi);

2) Segi proses (monitoring, pelaksanaan, dan pengawasan);

3) Segioutput atau keluar atau (pencapaian efektifitas, sasaran, dan
efesiensi). Partisipasi masyarakat telah sekian lama dibicarakan dan
didengarkan dalam berbagai forum dan kesempatan.

Partisipasi terkaitdua dimensi yakni kedalam dan keluar, yaitu:

1) Terkait partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri;

2) Terkait partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan.

Partisipasi yang menyangkutpemerintah itu sendiri adalah terkait sejauh
mana ke ikut sertaan perangkat desa dalam membangundesa, hal ini bisadilihat
dari penegakkan demokrasi, menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga

adat ataupun agama yang ada, pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat
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yang mandiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan
koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu
:(Daniel, 2013 : 52).

1) Partisipasi atau keikutsertaan dalam proses penentuan strategi, arah,

dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah;

2) Kikutsertaan dalam memikul tanggungjawab dan beban dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan;

3) Keikutsertaan dalam memanfaatkan dan memetik pembangunan secara

berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakanporsikeseluruhan
yang harus ditumbuh kembangkan, yang akan menumbuhkan rasa tanggungjawab
(sense of responbility), rasa memiliki(sense of belonging), dari masyarakat
secara sadar, bergairah dan tanggungjawab. Partisipasi masyarakat desa dalam
pembangunan yang selalu diabaikan dan hampir tidak terlihat adalah partisipasi
dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan selama ini asas yang ada
adalah kebijakan yang diambil secara sepihak yaitu pemerintahitu sendiri baik
dari level yang paling atas (Pemerintah Pusat) sampai pada akhirnya jatuh kepada

Kepala Desa.
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2.4 Konsep Pembangunan Desa
2.4.1 Pembangunan Desa

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan
perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada
dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi
aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena
itu,  penyusunan  perencanaan  pembangunan  daerah  memerlukan
suatutimperencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti
Planologi, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat
desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan
sumber daya alam Desa.Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa dandiitegrasikan dengan rencana
pembangunan Desa.Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan
melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa di kawasan pedesaan.Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan

kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
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2) Pelayanan vyang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan;

3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan
pengembangan teknologi tepat guna; dan

4) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap
pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu
kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi
pembangunan. Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut yaitu:

a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;

b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan

c) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor,
termasuk

d) desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta
dikembangkan secara selaras dan terpadu.

2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan
yang berkelanjutan.

3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi,
debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:



1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai

dengan kewenangannya dengan mengacup ada perencanaan

pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1)

disusun secara berjangka meliputi:

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun; dan

b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana
Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa danRencana

KerjaPemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya

dokumen perencanaan di Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal

Desadikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada

Desa.



26

7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan
pembangunan kabupaten/kota.

2.5 Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa
2.5.1 Pembinaan Kepada Masyarakat

Pembinaan masyarakat Desa, secara teoritis dapat dikategorikan menjadi
tiga macam pendekatan, yaitu: mobilisasi,partisipasi dan akulturasi.(Sjafri Sairin,
2002:4) Pembinaan yang menekankan pada mobilisasipada dasarnya berangkat
dari model pembangunan top down (masyarakatyang menjadi sasaran tidak
mempunyai andil apapun dalam merencanakanpembangunan yang dilakukan).
Pendekatan ini telah terbukti banyak membawa dampak negatif dalam masyarakat
yang menjadi sasaran pembangunan. Namun demikian Syafri Sairin mengatakan
bahwa pendekatan seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat yang
tingkatpendidikan dan wawasannya rendah.

Menurut Sumodiningrat (2007 : 47), pembinaan kepada masyarakat tidak
selamanya melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak
jatuh lagi. Dilihat belajar, hingga mencapai status mandiri. Proses pembinaan
masyarakat mengandung beberapa tahap meliputi:

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
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2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan,
kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan keterampilan dasar
sehingga dapat mengambil peran.

3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan,
keterampilansehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif
untuk mengantarkan pada kemandirian.(Syarif Makmur, 2008 : 58)

Untuk mendapatkan dampak atau hasil yang baik dan maksimal, upaya

pembinaan masyarakat desa harus memegang prinsip-prinsiptertentu sebagai
pedoman. Prinsip-prinsip tersebut adalah: pertama, harusdilakukan secara integral,
meliputi kegiatan mental spiritual-material dalamsegala aspek hidup dan
kehidupan. Kedua, harus merupakan swadaya dankegotong-royongan masyarakat
sendiri, dengan bantuan minimal dari luar.Ketiga, pembangunan dilaksanakan atas
dasar two-way-traffic (timbal balik) antara rakyat dengan pemerintah.Keempat,
pembangunanmerupakanusaha yang terus menerus (on going process) yang
meningkat terus (an even increasing standard of living). Kelima,pembangunan
didasarkanatas kebutuhan terasa (felt needs) masyarakat. Keenam,
pembangunandilaksanakan  dengan  kaderisasi  (cader forming). Usaha
pembangunan harusmemunculkan pemimpin-pemimpin baru yang selama ini laten
sebagaigenerasi pewaris untuk melaksanakan pembangunan selanjutnya.

2.5.2 Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah

pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin agar tidak terjadinya

kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada
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Pelibatan masyarakat desa dalam proses-proses pengambilan kebijakan
publik yang diselenggarakan pemerintah desa.Desa tidak hanya terdiri dari
pemerintah desa, tapi ada elemen masyarakat yang salah satunya terwakili melalui
lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, maka setiap kebijakan strategis desa
hendaknya dilandasai atas musyawarah mufakat semua elemen desa. Di samping
itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa
adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan
desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah
mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam
pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir prosescheck and balances dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa (Amirullah, 2015:5).

Pemerintah Desa dan lembaga yang terkait termasuk masyarakat sebagai
yang menjalankan roda pembangunan di Desa yang bertujuan menciptakan suatu

Keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Makapembangunan
merupakan upayayang dilakukan untuk membawa masyarakat kepada keadaan
yang lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Pemerintah Desa melalui kerja sama dengan lembanga, tokoh-tokoh dan
masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan secara gotong
royong untuk membangun desa, tujuannya agar masayarakat bisa sebagai

pengontol kualitas pembangunan dan terlibat langsung dalam pembangunan Desa.
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2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat
2.6.1 Faktor pendukung partisipasi masyarakat

Menurut maskun dalam Mulyadi (2009:101)mengatakan bahwa partisipasi
ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

1) Sesuai dengan Kebutuhan masyarakat

2) Merupakan kepentingan dan minat masyarakat

3) Sesuai dengan adat istiadat masyarakat

4) Sifatnya mengikat setiap anggota masyarakat yang satu dengan yang

lain.

Selain itu faktor pendukung terjadinya partisipasi masyarakat juga
diungkapkan oleh (Khairuddin, 1992:126) bahwa suatu partisipasi yang terjadi di
dalam masyarakat dapat dilihat dari segi motivasinya,karena ada paksaan dari
atasannya, karena hanya mengikuti anggota masyarakat yang lain sebagai rasa
solidaritas antar masyarakat, dan kesadaran dari anggota masyarakat tersebut.

Menurut Goldsmith danBlustain(Ndraha, 1987:105) bahwa masyarakat
ikut berpartisipasi apabila:

1) Adanya organisasi yang dikenal.

2) Adanya kebermanfaatan partisipasi.

3) Manfaat yang diperoleh dengan ikut berpartipasi tersebut dapat

memenuhi kebutuhan maupun keinginan masyarakat.

4) Pada setiap proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat harus ada

kendali yang dilakukan masyarakat.
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung
partisipasi masyarakat ditentukanoleh kebutuhan masyarakat, kepentingan dan
minat masyarakat, adat istiadat, dan yang paling penting adalah sifatnya yang
mengikat.

2.6.2 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Dalam suatu masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat
tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut pendapat Rahardjo Adisasmita
(2006: 135):

1) Sikap masa bodoh, apatis dan juga sifat malas. Selain itu tidak adanya
keinginan untuk merubah keadaan tersebut.

2) Adanya makna—-makna tipologi. Merupakan ciri fisik dari suatu
wilayah,kedalaman, ketinggian, luas wilayah atau bisa dikatakan
sebagai kondisi dari suatu wilayah tertentu

3) Dipengaruhi oleh letak geografisnya.

4) Jumlah Penduduk

5) Keadaan ekonomi desa tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat
dalam partisipasi masyarakat itu terdiri dari beberapa faktor seperti sikap
masyarakatyang acuh tak acuh terhadap perubahan dimasyarakatnya. Selain
itu faktor yang kedua adalah kondisi geografis tempat tinggal masyarakat tersebut

dan yang ketiga adalah ekonomi Desa tersebut.
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2.7 Kerangka Fikir

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penurunan angka kemiskinan dari tahun
ke tahun.Penurunan ini sebagai salah satu indikator tercapainya tujuan
pembangunan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Yang
dimaksud kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok
yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, namun
berkaitan dengan tercapainya swasembada kemampuan masyarakat memenuhi
kebutuhan dasar, peningkatan rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak
tergantung pada pihak lain,dan diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan
usaha memperbaiki mutu hidup tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Peneliti berusaha untuk menggali informasi apakah upaya pemerintah
desa berjalan dengan baik atau masih ada pihak dominan dalam pembangunan.
Dengan menggunakan teoripartisipasi masyarakat dalam pembangunan serta
pembangunan desa, peneliti mencoba mendeskripsikan upaya pemerintah desa
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan factor
pendukung dan penghambat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan pernyataan diatas, tinjauan landasan teori, dan penelitian dapat

disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis yang tersaji pada gambar berikut:
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Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa

Teori

v

Partisipasi masyarakat dalam

pembangunan yaitu:

1) Partisipasi atau keikutsertaan dalam
proses penentuan strategi, arah, dan
kebijakan pembangunan yang
dilakukan pemerintah;

2) Kikutsertaan dalam memikul
tanggungjawab dan beban dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan;

3) Keikutsertaan dalam memanfaatkan
dan memetik pembangunan secara
berkeadilan.

Upaya Pemerintah Desa

Pembinaan Masyarakat
Perlibatan Masyarakat Dalam
Pembangunan

v

v

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan masyarakat desa
dengan semangat Gotong royong serta
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber
daya alam Desa.

Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan dalam proses
penentuan arah, strategi dan
kebijakan pembangunan yang
dilakukan pemerintah;

. Keterlibatan pelaksanaan

kegiatan pembangunan;
Keterlibatan memanfaatkan
pembangunan secara
berkeadilan.

v

Faktor Pendukung

1.

2.

3.

Sesuai dengan  Kebutuhan
masyarakat

Merupakan kepentingan dan
minat masyarakat
Sesuai dengan adat

masyarakat

istiadat

Faktor Penghambat

1.

Sikap masa bodoh, apatis dan
juga sifat malas. Selain itu tidak
adanya keinginan untuk
merubah keadaan tersebut.
Keadaan ekonomi desa
tersebut.

Gambar 1.1. Kerangka Fikir

Dari gambar di atas, dapat dikatakan dalam membangun desa diperlukan

adanya upaya pemerintah desa dan masyarakat untuk saling bekerja samauntuk

mewujudkan pembangunan yang seutuhnya.Pemerintah desa sebagai salah satu
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ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan
pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat tetap.Perihal ini disebabkan
pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari
pemerintah lebih cepat tersampaikan.Pemerintah desa mempunyai peran untuk
mengurusi  serta mengatur semua pembangunan di desa bersama dengan

masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai bersama.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Loflan, yang
dikutip dalam bukunya Lexy J Maleong, berpendapat sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain (Lofland, dalam Lexy J Maleong, 2011:112). Hal
serupa menurut Bogdan dan Taylor bahwa prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan
individu tersebut secara utuh (Lofland, dalam Lexy J Maleong, 2011:3).
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Agustus 2020.Lokasi penelitian
yaitu wilayah Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo
Utara.Peneliti memilih lokasi penelitian di seluruh wilayah Desa Oluhuta karena
mengingat masalah yang diteliti yaitu mengenai upaya pemerintah desa dalam
membangun desa yang dikelola oleh perangkat desa dan dilaksanakan dalam
lingkup desa itu sendiri dipandang perlu untuk dikaji lebih mendalam.
3.3 Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana upaya

pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun

34
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Desa dan faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah desa dalam
mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka fokus penelitian adalah :

1) Pembinaan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan

pelestraian lingkungan

2) Pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa

3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3.4 Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini terbagi atas dua,
yaitu :

1) Data Primer

Data primer; yaitu data yang di peroleh dari observasi dan
wawancara langsung dengan subjek dan pedoman pada daftar pertanyaan

yang sudah disiapkan.

2) Data Sekunder
Data sekunder; yaitu data yang berbentuk dokumentasi atau arsip
penting yang di peroleh melalui dinas tertentu seperti, buku, majalah,

dokumentasi lain yang relevan dengan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang Yyang terlibat langsung dalam
permasalahan penelitian. Informan dipilih untuk menggali informasi tentang
pembangunan infrastruktur desa serta bagaimana pemanfaatan dana desa tersebut.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan penarikan
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sampel secara subjektif yang dianggap berhubungan langsung dengan
permasalahan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

1) Kepala Desa

2) Sekretaris Desa

3) Aparat Desa

4) Masyarakat
3.6 Pengumpulan Data

Dalam mengumpul data penulis menggunakan beberapa metode yang akan

di uraikan sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi merupakan teknik awal yang di gunakan dalam
prosedur pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran umum terhadap
obyek serta lokasi penelitian. Dimana observasi dilakukan dengan cara
mengamati dan mengkaji tingkah laku atau keadaan yang akan diteliti
sambil berperan serta dalam aktivitasnya (Moleong, 2011: 135). Dalam
kegiatan observasi, hal-hal yang diamati diantaranya: keluarga,
masyarakat.
2) Wawancara

Wawancara dalam peneliti ini adalah untuk melengkapi dan
memperdalam hasil penelitian. Di mana metode wawancara adalah teknik
dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk diperlukan dalam
melaksanakan prosespemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data,

metode ini merupakan alat mengumpul data untuk memperoleh informasi
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langsung dari sumbernya, dengan melakukan wawancara peneliti dapat
mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan
pula. Dalam wawancara ini obyek penelitian yaitu pemerintah desa dan
masyarakat di Desa Oluhuta.
3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang di gunakan untuk
melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto)
dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi

bagi proses penelitian (Iman Gunawan' 2013: 178).

3.7 Teknik Analisis data

Model analisis data di gunakan peneliti adalah model interaktif yang
dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, danpenarikan
kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus.

1. Pengumpulan Data dalam tahap ini peneliti melakukan studi awal melalui
observasi.

2. Penyajian data, setelah data setelah data direduksi maka langkah
selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mendisplaykan data.
Penyajian data yang dilakukan peneliti adalah dengan jalan membuat
gambaran tentang bagaimana cara keluarga meningkatkan motivasi belajar
peserta didik.

3. Penarikan kesimpulan, dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara. Dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
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berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

kelapangan mengumpulkan data, kemudian mengembangkan suatu teori

dari data tersebut.

Teknik yang bersifat kualitatif, yang digambarkan dengan kata-kata atau
kalimat yang di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan
sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Ahmad Tanzeh,

2009:57).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola

Obulusa atau Oluhuta adalah hutan belantara yang ditempati oleh beberapa
orang saja, di beberapa tahun kemudian Obulusa atau Oluhuta ini telah di datangi
oleh orang-orang yang berasal dari Tapa dan Siendeng (Kota Selatan).Karena
kondisi di Obulusa atau Oluhuta medannya berbukit- bukit dan tanahnya adalah
tanah lilin yang sangat licin dan mudah orang terpleset sehingga orang yang
tinggal di Obulusa atau Oluhuta ketika melakukan perjalanan harus menggunakan
tongkat sebagai penyanggah agar tidak mudah terpleset. Dengan kondisi medan
seperti itu maka, pada saat itu mereka memberikan nama “Obulusa” (Bahasa
Atinggola) yang artinya medan yang licin mudah orang terpleset (jatuh).

Setelah beberapa lama kemudian mereka tinggal di oluhuta akhirnya
mereka menikah dan memiliki anak/keturunan sehingga bertambahlah penduduk
dan telah dilakukan musyawarah, sepakat memberikan nama kampung menjadi
“Oluhuta”.

Oluhuta sebelumnya adalah sebuah Dusun yang berada di wilayah Desa
Kotajin, pada tanggal 3 Maret 2006 berdasarkan aspirasi masyarakat yang
ditindak lanjuti dengan rapat yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Dusun
Oluhuta maka dibentuklah Panitia Pemekaran Desa Oluhuta dengan tata wilayah

memiliki luas wilayah 369 Ha, Jumlah Penduduk 602 jiwa dan di bagi 3 dusun,

39
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yaitu Dusun Bukit Harapan, Dusun Idaman dan Dusun Gosuo Dalam pemekaran
tersebut disetujui oleh anggota BPD dan LPM serta Kepala Desa Kotajin,

Waktu berlalu dan hari berganti serta tahun ke tahun di nantikan, maka
aspirasi masyarakat untuk memekarkan diri menjadi satu desa definitif terwujud
dan resmi pada Tahun 2011 setelah di adakannya pengresmian Desa Oluhuta
menjadi salah satu desa definitive dari tujuh pemekaran Desa di Kecamatan
Atinggola dan di lantiknya Pejabat Kepala Desa Bapak Jurdin Bakari oleh Bapak
Bupati Gorontalo Utara Drs. Rusli Habibie pada tanggal 10 Januari 2011.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Desa Oluhuta

Adapun Visi dan Misi Kepala Desa adalah :
a) Visi
“Mewujudkan Desa Oluhuta yang bersatu, Maju, Sejahtera dan
Religius.”
b) Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut , maka dilaksanakan Misi yakni :
= Mewujudkan Pemerintahan Desa Oluhuta yang bersatu.
= Mewujudkan Desa Oluhuta Yang Maju.
= Mewujudkan Desa Oluhuta yang Sejahtera dan Religius.
c) Tujuan
Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan
menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan
dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari

pelaporanini adalahPengelolaan Keuangan Desa
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dapatdipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi,
maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban
Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelengaraan
pemerintahan desa, dengan tujuan pelaporan sebagai salah satu alat
pengendalian untuk:
= Mengetahui informasi penyelenggaraan pemerintahan desa
= Dasar penyampaian aspirasi, saran dan pendapat lisan atau
tertulis secara bertanggungjawab oleh masyarakat
= Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-
faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait
pelaksaan kegiatan pemerintah Desa.
3. Data Perangkat dan Lembaga Desa
Perangkat dan lembaga desa sejak tahun 2019 s/d 2020 telah beberapa kali
mengalami perubahan menyesuaikan peraturan yang ada baik peraturan menteri,
peraturan daerah maupun peraturan Bupati. Hingga akhir tahun 2020 susunan

perangkat dan lembaga Desa Oluhuta secara jelas dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 1.1 Data Perangkat Desa Oluhuta

NO NAMA PENDIDIKAN JABATAN
1. Hamran Ahaya SMA Kepala Desa
2. Basrin Lakoro SMA Sekdes
3. | Susiyati Manti S.Pd S1 KauI; Keuangan dan
erencanaan
4 | Rosnawati Kamaru SMA Kepala Urusan Tata Usaha
dan Pelayanan Umum
5 Fatma Ahaya SMA Kasi Pemer[ntahan dan
Pembinaan
6. Elmi Van Gobel SMA Kasi Kesejahteraan dan
Pemberdayaan
7. | Rahmayanto Gobel SMA Operator
8. | Agusalim Nakoda SMA Kadus Bukit Harapan
9. Wahidin Hulalata SD Kadus Idaman
10. Rudin Korompot SD Kadus Gusuo

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020
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Tabel 1.1 menunjukkan data keadaan perangkat desa berjumlah 10 orang

yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kepala urusan tata

usaha, kasi pemerintahan, tenaga operator, dan kepala dusun.

Tabel 1.2 Data Lembaga BPD

NO NAMA PENDIDIKAN JABATAN
1 Masrun Ahmad SMA Ketua
2 Najirun Gobel SMA Wakil Ketua
3 Herman Nakoda SMA Sekertaris
4 Adrianto La SMA Anggota
5 Laprin La S1 Anggota

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020
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Berdasarkan tabel 1.2 data lembaga Badan Permusyawaratan Desa

berjumlah 5 orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.

Tabel 1.3 Data Lembaga LPM

NO NAMA PENDIDIKAN JABATAN
1 Ramang Moha SMA Ketua
2 Mursin Gobel SMP Sekertaris
3 Monua Gobel SD Anggota
4 Tahir Hulalata SD Anggota
5 Yusran Sayedi SD Anggota

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020
Dari tabel 1.3 jumlah lembaga permusyawaratan masyarakat berjumlah 5

orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Tabel 1.4 Data Lembaga PKK

NO NAMA PENDIDIKAN JABATAN
1 Misran Pulumoduyo S1 Ketua
2 Arsin Gobel SMA Sekertaris
3 Hatim Monoarfa SMA Bendahara
4 Elmi Van Gobel SMA Ketua Pokja |
5 Saleha Hula SMA Ketua Pokja Il
6 Mastin Karim SMA Ketua Pokja 11l
7 Serlin Lakoro SMA Ketua Pokja IV

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020

Dari tabel 1.4 jumlah lembaga PKK berjumlah 7 orang terdiri dari ketua,
sekretaris, bendahara, dan ketua pokja I s/d ketua pokja IV.

4. Demografi Desa Oluhuta

Gambaran penduduk menurut beberapa klasifikasi dapat dilihat dalam

tabel berikut :
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Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Desa Oluhuta menurut Jenis kelamin dan Wilayah

Penyebaran Tahun 2020

NO DUSUN JUMLAH L/P JUMLAH
L P
1 BUKIT HARAPAN 135 126 261
2 IDAMAN 147 140 287
3 GUSUO 34 39 73
TOTAL JUMLAH 316 305 621

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa penduduk
Desa Oluhuta didominasi oleh laki-laki 50.89 % dan perempuan 49.11 %,
sedangkan kepadatan penduduk berada pada Dusun Idaman sejumlah 287 jiwa
(46.22 %).Sedangkan menurut kelompok umur didominasi oleh penduduk umur

15 -55 tahun yakni 63 %, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Data Penduduk Desa Oluhuta menurut Kelompok Umur Tahun 2020

KELOMPOK | JUMLAH L/P
NO UMUR JUMLAH
(TAHUN) L P
1 0-14 77 | 8 162
2 15-55 203 | 188 391
3 > 56 6 | 32 68
TOTAL JUMLAH 316 | 305 621

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020
Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari segi kategori usia,
penduduk usia produktif lebih besar dari usia tidak produktif.

5. Data Sarana dan Prasarana Desa Oluhuta
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Sarana prasarana yang sudah di bangun di Desa Oluhuta sejak Tahun 2020

baik program di perbantukan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan atau

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dilihat pada

tabel berikut :

Data Sarana Prasarana Tahun 2020

SUMBER
NO JENIS KEG VOLUME | SATUAN DANA
1 Bibit Ternak Sapi 31 Ekor APBDES
2 Rabat Beton 300 M APBDES
3 Jamban Kel 20 Unit APBDES
4 Mahyani 2 Unit APBDES
5 Lisdes 2 Unit APBD Il
6 | Jaringan Perpipaan 1 Ls APBD Il
7 Jalan Tani 311 M APBN
8 Kantor Desa 1 Unit APBN

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020

Sebagaimana terinci pada tabel di atas, jumlah bibit ternak sapi berjumlah

31 ekor, rabat beton panjang 300 meter, jamban keluarga berjumlah 20 unit,

mahyani berjumlah 2 unit, lisdes berjumlah 2 unit, jaringan perpipaan 1 Ls,

pembangunan jalan tani panjang 311 meter, dan kantor desa berjumlah 1 unit.

4.1.2 Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan Desa Oluhuta

1) Pembinaan Masyarakat Desa Oluhuta

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangat diperlukan upaya dan

usaha pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang

pentingnya turut serta dalam pembangunan desa demi tercapainya tujuan bersama.
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Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pemerintah desa dalam melakukan
pembinaankepada masyarakat,dalam hal ini kepala desa,sekretaris desa, BPD,
LPM, dan perangkat desa lainnya saling berkoordinasi untuk melakukan
pembinaan kepada masyarakatberkaitan dengan pembinaan sikap kepedulian
terhadap lingkungan, pembinaan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan
usaha ternak sapi, danpembinaan pengetahuan pada proses pengambilan
keputusan melalui musyawarah desa.

Adapun hasil penelitian terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh
pemerintah desa kepada masyarakat sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa saya selaku pimpinan di
Desa Oluhuta ini selalu memberikan pembinaan peduli lingkungan untuk selalu
menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempat
sampah.Selain itu juga, saya memberikan peluang dan kesempatan kepada
masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha
ternak sapi dan keterampilan dalam membangun berprofesi sebagai tukang. Pada
pembinaan pengetahuan masyarakat, saya memberikan pembinaan pada proses
pengambilan keputusan bersama terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan di
Desa Oluhuta melalui musyarawarah desa dengan memberikan kesempatan
kepada semua masyarakat menyampaikan semua aspirasinya.

Untuk memperoleh informasi tentang upaya pembinaan kepedulian
masyarakat terhadap lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah desa, peneliti
mewawancarai sekretaris desa yang menyatakan:

Dalamproses pembangunan desa sangat dibutuhkan kepedulian
masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih bebas sampah.
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Saya mewakili semua perangkat desa, telah menjalankan program bank

sampah untuk disalurkan ke rumah-rumah penduduk sebagai upaya untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dengan tetap
menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah.Program tersebut sesuai
dengan usulan masyarakat pada saat musyawarah desa yang dilaksanakan

di aula desa. (Basrin Lakoro.Wawancara.Tanggal 20 Desember 2020).

Menjaga kebersihan lingkungan sangat dibutuhkan sosialisasi untuk
seluruh masyarakat mengenai pelestarian lingkungan, agar masyarakat memiliki
pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan. Apabila masyarakat memiliki
pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan, maka masyarakat akan lebih
peduli terhadap lingkungan yang terwujud dalam perilaku sehari-hari. Perilaku
peduli lingkungan masyarakat akan lebih menunjang keamanan dan kenyamanan
desa. (Hamran Ahaya. Wawancara, tanggal 20 Desember 2020)

Untuk mengkonfirmasi kebenaran dari pernyataan pemerintah desa terkait
pembinaan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, peneliti
mewawancarai Pani Higa sebagai warga masyarakat di Desa Oluhuta yang
menyatakan:

Pemerintah desa selalu memberikan pembinaan kepada kami untuk

menjaga kebersihan lingkungan serta melestarikan lingkungan yang ramah

lingkungan. Pemerintah desa juga membagikan tempat sampah di semua

rumah warga sebagai tempat penampungan sampah yang diletakan di

depan rumah warga. (Pani Higa.Wawancara.Tanggal 20 Desember 2020).
Ditambahkan pula oleh Arzan Korompot yang menyatakan:

Kepala Desa dan segenap perangkat desa memberikan pembinaan untuk

peduli terhadap lingkungan baik kebersihan rumah dan kebersihan

lingkungan di desa untuk tetap bersih dari segala sampah. (Arzan
Korompot. Wawancara.Tanggal 20 Desember 2020).
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Terkait dengan upayapembinaan pemerintah desa terhadap pengembangan
kemampuan dan keterampilan masyarakat, peneliti mewawancarai Fatma Ahaya
yang menyatakan:

Pemerintah desa memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk

mengembangkan semua kemampuan dan keterampilan mereka masing-

masing melalui program pembangunan dari anggaran desa dan belanja
modal pada pembangunan rabat beton dan jamban keluarga. (Fatma

Ahaya. Wawancara, tanggal 21 desember 2020)

Kemampuan dan keterampilan masyarakat dikembangkan dengan program
pembangunan yang ada di desa dengan langsung memperkerjakan mereka sebagai
tukang dengan bimbingan langsung dari pemerintah desa. (Ramang Moha.
Wawancara, tanggal 23 Desember 2020).

Peneliti mewawancarai beberapa masyarakat untuk mengecek kebenaran
tentang pembinaan pengembangan kemampuan masyarakat dalam membangun
rabat beton di Desa Oluhuta sebagai berikut:

Hazrin Hulalata menyatakan:

lya benar, saya salah satunya yang ikut bekerja dalam membuat rabat

beton di Desa Oluhuta bersama rekan-rekan masyarakat lain.

Pembangunan rabat beton juga sudah terselesaikan sesuai dengan waktu

yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa.(Hazrin Hulalata.Wawancara,

tanggal 23 Desember 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh Haris Hula yang menyatakan:

Saya dan rekan kerja lainnya membuat rabat beton dalam jangka waktu 2

minggu dengan jumlah pekerja 15 orang salah satunya saya dipercayakan

sebagai tukang dalam membangun rabat beton di Desa Oluhuta.(Haris

Hula.Wawancara, tanggal 23 Desember 2020).

Berkaitan dengan informasi pembinaan pengambilan keputusan pada

musyawarah desa, peneliti mewawancarai beberapa informan sebagai berikut:

Susiyati Manti menyatakan:
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Kami melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait proses
pengambilan keputusan melalui musyawarah desa dengan memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan semua aspirasi dan
usulan mereka terkait dengan progam pembangunan yang belum dilakukan
di desa untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi anggaran desa pada tahun
berikutnya melalui musyawarah desa. (Susiyati Manti.Wawancara,
tanggal 23 desember 2020).

Ditambahkan pula oleh ketua BPD yang menyatakan:

Pengambilan keputusan setiap rencana kerja dan program desa selalu
dibahas dalam musyawarah desa yang setiap tahunnya dilaksanakan 5
sampai 6 kali guna untuk mengumpulkan semua usulan dari masyarakat
yang kemudian dijadikan sebagai tambahan rencana pembangunan desa.
Pemerintah desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa dengan
mempersiapkan bahan pembahasan yang bersifat strategis yang telah
dirumuskan oleh BPD. Bahan pembahasan disusun dengan memperhatikan
aturan hukumyang berlaku,kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
kondisi obyektif desa dan aspirasi masyarakat. (Masrun Ahmad.
Wawancara, tanggal 23 desember 2020).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Salam Gobel yang menyatakan:

Saya dan masyarakat lainnya sering menghadiri musyawarah desa melalui
undangan ketua dusun. Dalam musyawarah tersebut membahas proses
pengambilan keputusan tentang rencana kerja pembangunan di desa.
Sebagian kecil masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.(Salam
Gobel.Wawancara, tanggal 23 desember 2020).

Hatim Monoarfa menyatakan:
Saya ikut dalam musyawarah tersebut.Dalam musyawarah itu dihadiri
sebagian kecil masyarakat, aparat desa dan tokoh agama membahas
tentang bagaimana langkah pengambilan keputusan untuk penyusunan
rencana pelaksanaan pembangunan di desa.Kami diberikan kesempatan
untuk memberikan semua usulan tentang perencanaan
pembangunan.(Hatim Monoarfa.Wawancara, tanggal 23 desember 2020).
Rencana diselenggarakannya musyawarah desa yang dihadiri oleh

pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna,

keterwakilan kelompok perempuan, orang miskin, serta warga yang berpartisipasi.
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Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan musyawarah lebih trasnparan dan
terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Oluhuta.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya
peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, pemerintah desa
melakukan pembinaan sikap kepedulian lingkungan yang ramah lingkungan bebas
dari sampah, pembinaan kemampuan masyarakat dalam menbangun desa serta
pembinaan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa yang dihadiri
semua aparat desa, sebagian kecil masyarakat dan tokoh agama yang membahas
tentang perencanaan pembangunan desa

2) Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pemerintah desa telah berupaya memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di desa dengan membuat rabat
beton sepanjang 300 meter dan jamban keluarga bagi masyarakat yang belum
mempunyai jamban.Hal tersebut dilakukan pemerintah desa untuk pengembangan
kemampuan masyarakat serta meminimalisir angka pengangguran dikalangan
masyarakat.

Hasil penelitian peneliti menunjukkan perlibatan masyarakat dalam
pembangunan desa sudah cukup baik dalam hal pembangunan infrastruktur fisik
seperti pembangunan rabat beton, jamban keluarga, dan pembangunan non fisik
seperti pelestarian lingkungan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan, serta
keterlibatan masyarakat dalam penentuan keputusan rencana pembangunan desa.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut:
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Hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait keterlibatan masyarakat
dalam pembangunan desa Oluhuta sebagai berikut.
Masyarakat turut serta dalam membangun rabat beton dan jamban
keluarga yang diikuti oleh beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai
tukang dengan berbagai macam keahlian dalam bidang bangunan, serta
turut serta dalam memberikan masukan dan usulan dalam penentuan
rencana pembangunan melaluimusyawarah desa. (Hamran Ahaya.
Wawancara, tanggal 25 desember 2020).
Salam Gobel menyatakan:
Saya dan masyarakat lainnya ikut terlibat dalam membuat rabat beton dan
jamban di desa Oluhuta.Kami membuat rabat beton dan jamban keluarga
disemua dusun sesuai dengan program pembangunan yang telah menjadi
rencana desa.(Salam Gobel.Wawancara, tanggal 25 desember 2020).
Strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah
pembangunan Yyangdiarahkan seminimal mungkin agar tidak terjadinya
kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada
selain strategi dasar tersebut maka perluadanya strategi pendukung dalam
mengatasi masalah pembangunan desa yaitu dengan pembangunan infrastruktur
serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan.
Ditambahkan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan:
Masyarakat dilibatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan
bekerja sama membersihkan halam mesjid, kantor desa, dan lingkungan
desa melalui program jumat bersih bersama-sama dengan semua aparat
desa. (Basrin Lakoro. Wawancara, tanggal 25 desember 2020).
Pernyataan tersebut didukung oleh Herman Hula yang menyatakan:
Setiap hari jumat di desa oluhuta melakukan kerja bakti yang dilakukan
oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa untuk

membersihkan halaman mesjid, kantor desa dan lingkungan desa. (Herman
Hula. Wawancara, tanggal 25 desember 2020).
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Pembangunan di Desa diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah
desa dengan masyarakat. Dalam mengukur seberapa berhasilnya suatu
pembangunan yang ada di desa dilihat dari terciptanya kerja sama yang baik
antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Pemerintah Desa melalui kerja sama dengan lembanga, tokoh-tokoh dan
masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan yang dilakukan
secara gotong royong untuk membiasakan hidup bersih. Tujuannya agar
masayarakat bisa sebagai pengontol kualitas pembangunan dan terlibat langsung
dalam pembangunan Desa.

Pada penentuan keputusan untuk pembangunan di desa, sebagian kecil
masyarakat ikut terlibat dengan memberikan aspirasi dan usulan serta ide dan
gagasan terkait pembangunan desa melalui musyawarah desa. Hal ini dilakukan
untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa baik itu
infrastruktur fisik maupun non fisik. (Susiyanti Manti. Wawancara.Tanggal 25
Desember 2020). Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa yang
menyatakan:

Tidak semua masyarakat yang ikut dalam musyawarah proses

pengambilan keputusan dengan memberikan usulan dan ide program

pembangunan desa. Dalam pertemuan tersebut diputuskan terdapat
beberapa pembangunan yang paling banyak diusulkan yakni pembangunan

rabat beton dan jamban keluarga. (Hamran Ahaya. Wawancara, tanggal 25

desember 2020).

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta di dalam
kehidupan publik lokal. Kebanyakan intervensi atau campur tangan mereka yang

bersifat khusus hanya menyangkut pemakaian pelayanantertentu.lntervensi

mereka diharapkan bisa terlaksana dalam jangka waktu yang singkat, hemat biaya
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bagi yang bersangkutan, dan dapat segera direspon oleh penyedia jasa yang

terkait. Dengan kata lain, keterlibatan warga itu cenderung secara langsung

menyentuh materi yang berkaitan dengan kepentingan setiap individu.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan pemerintah desa
telah berupaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa melalui
perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pembangunan rabat
beton, dan pembangunan jamban keluarga. Namun tidak semua masyarakat yang
ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

4.1.3 Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Pemerintah Desa
Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
1) Faktor Pendukung
Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa faktor pendukung yang

dimiliki Pemerintah Desa Oluhuta untuk mendorong partisipasi masyarakat

dalam pembangunandesa adalah keterbukaan dan komitmen pemerintah desa
untuk melibatkan masyarakat, dan ketersediaan dana. Sedangkan faktor
pendukung yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
adalahmasihkuatnya sikap sosial atau kegotongroyongan masyarakat,
keswadayaan, kemandirian, dan tingkat pendidikan masyarakat. Sebagaimana
yang dikatakan Kepala Desa yang menyatakan:
Keterbukaan dan komitmen pemerintah desa Oluhuta untuk selalu
melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang kemudian
membentuk mental masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan
pembangunan seperti kemandirian, kepercayaan diri, dan kesukarelaan

berkorban dalam pembangunan.Tingkat pendidikan juga sangat
mempengaruhi pola fikir masyarakat.Selain itu juga kecukupan dana atau
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keuangan desa yang menjadi pendukung dalam menggerakkan

masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan kelembagaan. Sumber biaya

yang dapat digunakan  dalammelaksanakan  kegiatan-kegiatan
pembangunan desa didapat dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Utara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), dan swadaya

masyarakat Desa. (Hamran Ahaya. Wawancara, tanggal 25 desember

2020).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa yang menjadi faktor
pendukung mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu
keterbukaan dan komitmenpemerintahdesa dalam melibatkan masyarakat untuk
bersama-sama membangun desa.Hal tersebut masih terlihat sampai sekarang
sesuai dari visi dan misinya.Pemerintah Desa Oluhuta dalam salah satu misinya
ingin meningkatkan pengamalam kehidupan beragama,meningkatkan keamanan,
ketertiban, dan kesehatan masyarakatnya melalui penataan lingkungan serta
meningkatkan ~ kesadaran  masyarakat  untuk  Dberpartisipasi/bergotong
royong.Basrin Lakoro. Wawancara, tanggal 26 desember 2020).

Ditambahkan pula Kasi Pemerintahan dan Pembinaan yang menyatakan:

Tingkat pendidikan masyarakat juga sangat mendukung upaya pemerintah

dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa.

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan semakin baik pola

fikirnya untuk berfikir kritis terhadap arah pembangunandesa. (Fatma

Ahaya.Wawancara, tanggal 25 desember 2020)

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, dari total jJumlah penduduk
yang ada yakni621 penduduk, lebih dari setengahnya yakni 347 penduduk
berpendidikan SMA. Kondisi tersebut tentu sangat memengaruhi tingkat
partisipasimasyarakat dalam pembangunan, karena semakin tinggi tingkat

pendidikan masyarakat maka daya kritis masyarakat juga akanmeningkat yang

selanjutnya juga akan dapat meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam
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pembangunan. Karena selain itu, tingkat pendidikan masyarakat padaakhirnya
juga turut berperan dalam meningkatnya tingkat penghasilan masyarakat.

Faktor pendukung usaha pemerintah mendorong partisispasi masyarakat
Desa Oluhuta dalam pembangunan desa yaitu sikap sosial atau kegotongroyongan
masyarakat yang tinggi sehingga mudah untuk melibatkan masyarakat dalam
pembangunan.Namun, dalam perlibatannya tidak semua masyarakat yang ikut
terlibat, hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan
desa. (EImi VVan Gobel. Wawancara, tanggal 25 desember 2020).

Kepala Dusun menyatakan:

Sikap gotongrong masyarakat sangat mendukung pembangunan di

desa.Namun yang terlibat dalam pembangunan di desa tidak semua

masyarakat yang hadir. (Agusalim Nakoda. Wawancara, tanggal 25

desember 2020).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan yang menjadi
pendukung dalam upaya pemerintah desa Oluhuta mendorong partisipasi
masyarakat membangun desa didukung komitmen pemerintah desa Oluhuta
sendiri dalam melibatkan masyarakatnya untuk berperan dalam pembangunan
desa, sikap gotongroyong yang dimiliki masyarakat, dan tingkat pendidikan
masyarakat.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang selama ini dihadapi Pemerintah Desa Oluhuta
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adayang berasal dari dalam
Pemerintah Desa Oluhuta dan yang berasal dari masyarakat. Dari dalam

Pemerintah Desa Oluhuta, yakni lambatnya pembukuan atas pelaporan penggunan

APBDesa, sehingga membuat Pemerintah Desa Oluhuta menjadi lambat dalam
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mengeksekusi program pembangunan, termasuk di dalamnya juga untuk
menggerakkan masyarakat. Sedangkan faktor hambatan dari dalam masyarakat
DesaOluhuta sendiri adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
sehingganya sering berlaku apatis atau masah bodoh dalam urusan di desa
sehingga dapat menghambat proses-proses selanjutnya. Selain itu, kebiasaan
masyarakat yang sering meremehkan atau tidak  menganggap penting
pembangunan desa juga membuat Pemerintah Desa Oluhuta kesulitan dalam hal
melaksanakan program pembangunan di desa. Sebagaimana yang dikatakan
Kepala Desa yaitu:

yang menghambat upaya kami sebagai pemerintah desa Oluhuta yakni

keterlambatan pembukuan pelaporan penggunaan keuangan desa yang

mengakibatkan lambatnya pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu,
masyarakat juga sebagian besar berlaku masah bodoh, tidak menghiraukan
pembangunan di desa bahkan meremahkan pelaksanaan pembangunan
desa, sehingga membuatupaya pemerintah tidak terlaksana dengan baik.

Karena sekecil apapun kontribusi dari masyarakat, apalagi yang berbentuk

dana dan dapat dinilai denganrupiah harus dicatat secara rinci agar dapat

dipertanggungjawabkan secaraadministratif. (Hamran Ahaya.Wawancara,

tanggal 25 desember 2020).

Hambatan yang sering dijumpai dalam mendorong partisipasi masyarakat
dalampembangunan desa berasal dari masyarakat yang bersikap acu tak acuh
terhadap pembangunan di desa.Sebagian besar masyarakat berpandangan
pelaksanaan pembangunan di desa tidak penting bagi mereka sehingga membuat
mereka tidak ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. (Basrin
Lakoro. Wawancara, tanggal 26 desember 2020).

Susiyati Manti selaku Kaur Keuangan dan Perencanaan menyatakan:
Penghambat dalam upaya mendorong masyarakat ikut serta dalam

pembangunan desa Yyakni perilaku masyarakat yang kurang peduli
terhadap perkembangan pembangunan di desa serta keterlambatan
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pembukuan keuangan desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan

merupakan penghambat yang utama.Oleh karena itu, upaya dan usaha

pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat menjadi terhambat.

(Susiyati Manti. Wawancara.Tanggal 26 Desember 2020).

Kelancaran keuangan desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan
merupakan salah satu jalan untuk membiayai proses perlibatan masyarakat ikut
serta dalam pembangunan. Selain itu juga kepedulian masyarakat dalam
pembangunan desa sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa factor
penghambat upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa yakni factor keterlambatan pembukuan pelaporan keuangan
desa untuk pembiayaan pembangunan desa serta ketidakpedulian masyarakat
terhadap urusan pembangunan di desa.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan Desa Oluhuta

1) Pembinaan Masyarakat Desa Oluhuta

Pembinaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat yakni
pembinaan sikap masyarakat yang peduli lingkungan.Selain itu juga, pemerintah
desa memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk
mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha ternak sapi dan
keterampilan dalam membangun berprofesi sebagai tukang. Pada pembinaan

pengetahuan masyarakat, pemerintah desa memberikan pembinaan proses

pengambilan keputusan rencana dan pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta
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melalui musyawarah desa dengan memberikan kesempatan kepada semua
masyarakat menyampaikan semua aspirasinya.

Dalam pengambilan keputusan hanya terfokus pada beberapa orang saja
yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penentuan kebijakan.
Pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok.
Menurut model ini, pembuatan keputusan adalah proses yang dilaksanakan demi
keuntungan elite-elite tersebut. Tujuan elitisme didasarkan pada analisis terhadap
cara dunia rill berjalan. Bahwa dalam dunia ril ada pihak-pihak yang berada di
atas yang memegang kekuasaan dan ada “massa” yang tak memegang kekuasaan.
(wayne Parsons, 2008:247).

Peneliti memembandingkan antara data yang diperoleh dari lapangan
dengan teori pembuatan keputusan bahwa, model keputusan tingkat desa di Desa
Oluhuta tergolong model elitis, dimana kekuasaan hanya terkonsentrasi di tangan
segelintir orang atau kelompok.Hal ini dilihat daripemerintahan yang ada di desa
Oluhuta masih menggunakan sistem lama, dimana berjalannya musyawarah desa,
masih menunggu perintah dari Kepala Desa. Peraturan pemerintah dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Bahwa, BPD menjadi
titik focus dari hal-hal yang bersangkutan dalam berjalannya musyawarah hingga
terealisasikannya hasil musyawarah yang ada di desa. Dalam undang-undang
tertulis dengan jelas bahwa BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat, dan BPD
yang merumuskan serta membuat bahan musyawarah yang didiskusikan

dengan Kepala Desa serta BPD. Hal ini berbeda dengan yang ada di Desa
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Oluhuta, BPD bergerak atau melakukan tugasnya setelah mendapatkan perintah
dari Kepala Desa.

2) Perlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan di desa
membuat rabat beton sepanjang 300 meter dan jamban keluarga bagi masyarakat
yang belum mempunyai jamban.Hal tersebut dilakukan pemerintah desa untuk
mendorong  keikutsertaan ~ masyarakat  dalam  pembangunan  Desa
Oluhuta.Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam pengusulan rencana
pembangunan di desa serta melibatkan masyarakat dalam melestarikan
lingkungan desa dengan membersihkan lingkungan desa dari semua jenis sampah
dan rumput melalui program jumat bersih yang diadakan setiap seminggu sekali.

Perlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting dalam
mewujudkan tujuan bersama menciptakan desa yang maju, mandiri, dan
sejahterah.Oleh karena itu, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap
kegiatan pembangunan di desa baik itu fisik, maupun pembangunan non fisik.Hal
tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan desa serta
mengurangi angka pengangguran yang ada di desa Oluhuta dengan
memperkerjakan masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik di desa.

Pembangunan di desa Oluhuta bukan hanya melibatkan beberapa
masyarakat saja akan tetapi seluruh masyarakat diharapkan untuk ikut terlibat
dalam membangun desa. Namun, keterlibatan masyarakat hanya sebagian kecil

saja yang ikut terlibat disebabkan kesibukan masyarakat yang tidak bisa
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ditinggalkan yang menyebabkan mereka tidak turut serta dalam pembangunan
desa.

Strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah
pembangunan yangdiarahkan seminimal mungkin agar tidak terjadinya
kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada
selain strategi dasar tersebut maka perluadanya strategi pendukung dalam
mengatasi masalah pembangunan desa yaitudengan pembangunan infrastruktur
serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah DesaOluhuta dan lembaga yang terkait termasuk masyarakat
sebagai yang menjalankan roda pembangunan di Desa Oluhuta yang bertujuan
menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akandatang. Maka
pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk membawa masyarakat
kepada keadaan yang lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Pemerintah Desa melalui kerja sama dengan lembanga, tokoh-tokoh dan
masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan secara gotong
royong untuk membangun infrastuktur yang ada di Desa Oluhuta, tujuannya agar
masayarakat bisa sebagai pengontol kualitas pembangunan dan terlibat langsung
dalam pembangunan Desa.

4.2.2 Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Pemerintah Desa

Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

1) Faktor Pendukung
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Faktor pendukung Pemerintah Desa Oluhuta untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desaadalah keterbukaan dan
komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat, sikap sosial, dan tingkat
pendidikan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki masyarakat
untukberpartisipasidalam pembangunan adalah masih kuatnya modal sosial
kegotongroyongan masyarakat, keswadayaan dan kemandirian, tingkat
pendidikan masyarakat yang relativ tinggi.Hal ini sesuai dengan pendapatnya
Sjafrizal (2016) bahwa agar pembangunan daerah harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Oleh karena
cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik,
pemerintahan, dan fisik,memerlukan kerja sama yang baikantara pemerintah dan
masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam  mewujudkan
pembangunan desa yang baik dan berkelanjutan. Upaya pemerintah dalam
mendorong partisipasi masyarakat sangat tepat karena pemerintah desa
mempunyai kewenangan untuk itu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa diberikan
kewenang penuh untuk mengurus pemerintahan Desa.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah desa Oluhuta yakni
kurangnya kecakapan aparat desa dalam pembukuan dan pencatatan pelaporan

penggunaan keuangan desa yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran
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keuangan desa berimbas pada proses pembangunan desa yang merupakan langkah
untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu juga,
kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan karena kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan pembangunan bagi
pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Hal inilah sejalan dengan apa
yang dikatakan oleh Rahardjo Adisasmita (2006: 135) bahwa “yang menjadi
faktor penghambat dalam pembangunan desa salah satunya yaitu sikap acuh tak
acuh, apatis dan tidak adanya keinginan untuk merubah keadaan tersebut.

Faktor lain yang menghambat upaya pemerintah desa dalam mendorong
partisipasi masyarakat dalam membangun desa, yakni pendidikan yang masih
rendah, hal ini mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses
pembangunan menjadi minim, Sarana dan Prasarana, faktor ini merupakan
pendukung bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintah Desa. Sarana dan
prasarana yang harus cukupmemadai baik dari segi jumlahnya, dari segi
kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya, sSyarat-syarat sarana dan
prasarana semacam ini lah yang akan sangat berpengaruh terhadap
penyelenggaraan Pemerintah Desa, Keuangan, faktor ini adalahtulang punggung
bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintah Desa. Salah satunyaciri dari daerah
otonom adalah terletak pada kemampuan dalam bidang keuangan. Karena itu
kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruhterhadap

penyelenggaraanpembangunan desa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1)

2)

Upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa yaitua) melakukan pembinaan kepada masyarakat
tentang proses pengambilan kebijakan dalam pembangunan, pengusulan
rencana pembangunan melalui musyawarah desa, dan b) melibatkan
masyarakat dalam pembangunan rabat beton sepanjang 300 meter,
pembangunan jamban keluarga, dan melaksanakan program jumat bersih
seminggu sekali.

Faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu a) faktor
pendukung upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa yakni sikap kegotongroyongan masyarakat yang
cukup baik, dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
b) yang menjadi penghambat dalam upaya pemerintah desa mendorong
partisipasi masyarakat untuk membangun desa yakni kurangnya kerja
sama antara pemerintah Desa dengan masyarakat, dan sikap apatis

masyarakat yang tidak menghiraukan pembangunan Desa.
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5.2 Saran
1) Pemerintah desa lebih meningkatkan lagi kerja sama dengan masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan di desa serta melakukan sosialisasi
pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa.
2) Bagi masyarakat untuk lebih menumbuhkan sikap kepedulian terhadap
pertumbuhan dan perkembangan desa untuk berpartisipasi dalam

membangun desa.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Kepala Desa dan Aparat Desa

Nama
Jabatan
Alamat

1. Bagaimana upaya bapak/ibu sebagai pemerintah desa dalam mendorong partisipasi
masyarakat dalam membangun desa?

2. Upaya apa yang bapak/ibu lakukan ?

w

Langkah-langkah apa yang bapak/ibu lakukan dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa?

Apakah dalam membangun desa melibatkan masyarakat ?

Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta?
Apakah semua masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan ?

Apa saja pembangunan yang telah terlaksana di Desa Oluhuta?

Bagaimana pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Oluhuta?

© o N o g bk

Apa saja pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di Desa Oluhuta?
10. Apakah terlaksana dengan baik ?
11. Apakah ada kedala atau hambatan yang bapak/ibu hadapi dalam mendorong partisipasi

masyarakat dalam membangun desa Oluhuta?



PEDOMAN WAWANCARA
Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat

Nama L
Jabatan TS
Alamat R

1. Apakah bapak/ibu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa ?

2. Bagaimana pembinaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa
Oluhuta ?

3. Apa saja pembinaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Oluhuta
?

4. Apakah bapak/ibu ikut serta dalam pembangunan desa Oluhuta ?

5. Apa saja yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam membangun desa?

6. Apa saja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Desa Oluhuta
?



Dokumentasi penilitian

Wawancara &engan Ba;ak ~l"l-amran Ahaya

(Kepala Desa Oluhuta)

Wawancara dengan Bapak Basrin Lakoro

(Sekertaris Desa Oluhuta)

Wawancara dengan bapak Masrun Ahmad

(Ketua BPD Desa Oluhuta)



Wawancara dengan Bapak Agusalim Nakoda

(Kepala Dusun Desa Oluhuta)

Wawancara dengan Ibu Elmi Van Gobel

(Kasi Kesejatraan dan Pemberdayaan)

(Kaur Keuangan dan Perencanaan)



Wawancara dengan Bapa Hazrin Hulalata- N

(Tokoh masayarakat)

Wawancara dengén Bapak Pani Higa

(Tokoh Masyarakat)

ng RS« . T )
Wawancara dengan Ibu Hatim Monoarfa

(Tokoh Masyarakat)



Usaha Ternak Sapi

Di Desa Oluhuta Kec. Atinggola




Pembuatan Jamban Keluarga

Di Dua Dusun, Dusun Harapan dan Idaman

Di Desa Oluhuta Kec. Atinggola




Pembuatan Jalan Rabat Beton 300m

Di Desa Oluhuta Dusun Harapan Kec.Atinggola
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ABSTRACT

RIYANTI SAMAUN. S2117064. THE EFFORTS OF THE VILLAGE
GOVERNMENT TO ENHANCE COMMUNITY PARTICIPATION IN THE
DEVELOPMENT OF OLUHUTA VILLAGE AT ATINGGOLA SUBDISTRICT IN
NORTH GORONTALO DISTRICT

This study aims to find out the village government efforts to encourage community
participation in the development of Oluhuta Village at Atinggola Subdistrict in North
Gorontalo District and to investigate the supporting and inhibiting factors of the
village government efforts to encourage community participation in the development
of Oluhuta Village at Atinggola Subdistrict in North Gorontalo District. This study uses
a qualitative method. The data collection employs observation, interviews, and
documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data
display, and conclusions. The results of this study indicate that the efforts of the village
government to encourage community participation in village development are: 1)
providing guidance to the community regarding environmental concern by keeping the
environment clean from rubbish, 2) building community capacity in developing cattle
production from the village government, and 3) fostering the decision-making process
through village meetings. The supporting and inhibiting factors to the efforts of the
village government to encourage community participation in village development,
namely: 1) the supporting factors to the efforts of the village government to encourage
community participation in village development are namely the openness and the
commitment of the village government in involving the community in the development
and the attitude of community cooperation in the development activities, and the level
of relatively high community education, 2) the inhibiting factors to the efforts of the
village government to encourage community participation in the development of the
village come from the government itself, which is not capable of accounting for
reporting the use of village finances so that village development fmancmg IS
obstructed, and the ignorance attitude of the community in vie “ithes Nvitla
development is not important, so in the implementation of developffien

Village most of the community does not participate in the develop

Keywords: government efforts, community participation, village devg



ABSTRAK

RIYANTI SAMAUN. S2117064. UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA OLUHUTA
KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan
Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan
penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: 1) melakukan pembinaan kepada
masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan dengan menjaga lingkungan tetap
bersih dari sampah, 2) pembinaan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan
usaha ternak sapi dari pemerintah desa, dan 3) pembinaan proses pengambilan
keputusan melalui musyawarah desa. Faktor pendukung dan penghambat upaya
pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: 1)
faktor pendukung upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa yakni sikap keterbukaan dan komitmen pemerintah desa dalam
melibatkan masyarakat dalam pembangunan serta sikap gotongroyong masyarakat
dalam kegiatan pembangunan, dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi,
2) yang menjadi penghambat dalam upaya pemerintah desa mendorong partisipasi
masyarakat untuk membangun desa berasal dari pemerintah sendiri yang kurang cakap
dalam pembukuan pelaporan penggunaan keuangan desa sehingga terhambatnya
pembiayaan pembangunan desa, dan sikap masyarakat yang bersikap masa bodg
memandang pelaksanaan pembangunan desa merupakan hal yang ’, Jak T uuq

h yang
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